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Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) tidak dapat dilepaskan
dari perubahan lingkungan ekonomi yang semakin kompleks. Pada tingkat global, World
Bank (2026) memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2026 berada pada 2,5 %
dan masih dibayangi risiko konflik, gangguan komoditas, tekanan energi, serta
ketidakpastian kebijakan. Pada tingkat nasional, ekonomi Indonesia tetap menunjukkan
daya tahan; BPS mencatat pertumbuhan triwulan 1-2026 sebesar 5,61 % secara tahunan
(Badan Pusat Statistik [BPS], 2026). Namun, tekanan harga pangan, biaya distribusi, daya
beli, dan akses pembiayaan tetap dapat memengaruhi kehidupan ekonomi masyarakat desa
dan kelurahan.

KDKMP hadir sebagai agenda strategis penguatan ekonomi lokal. Instruksi Presiden
Nomor 9 Tahun 2025 mendorong percepatan pembentukan, pengembangan, dan
revitalisasi 80.000 koperasi desa/kelurahan (Republik Indonesia, 2025). Petunjuk
Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 menegaskan
bahwa KDKMP diarahkan untuk memberdayakan masyarakat desa, memperkuat ekonomi
lokal, memperluas akses layanan ekonomi, menekan rantai pasok, meningkatkan inklusi
keuangan, dan mendorong modernisasi manajemen koperasi (Kementerian Koperasi
Republik Indonesia, 2025). Dengan mandat tersebut, KDKMP tidak hanya menjadi
lembaga usaha, tetapi juga ruang sosial-ekonomi yang membutuhkan kepercayaan,
partisipasi, dan komunikasi yang kuat.

Dari sudut pandang komunikasi, KDKMP memiliki karakter khas karena anggotanya
merupakan warga yang berdomisili di desa atau kelurahan yang sama (Simkopdes, n.d.).
Kedekatan geografis dan sosial ini memungkinkan komunikasi berlangsung secara
interpersonal, partisipatif, dan digital.

Namun, kedekatan tersebut juga membuat isu kecil mudah menyebar apabila informasi
tidak jelas. Kenaikan harga, keterbatasan stok, keterlambatan pelayanan, ketidakjelasan
laporan keuangan, atau kesulitan menggunakan layanan digital dapat berkembang menjadi
kecurigaan dan menurunkan kepercayaan anggota.

Tulisan ini berangkat dari gagasan bahwa komunikasi merupakan kapasitas inti dalam
pengembangan KDKMP. Strategi komunikasi perlu melampaui sosialisasi satu arah, ia
harus mengedukasi anggota, menjelaskan risiko ekonomi, membuka ruang dialog,
memperkuat transparansi, memanfaatkan digitalisasi secara inklusif, serta mengelola isu
dan reputasi. Kontribusi utama tulisan ini adalah merumuskan model strategi komunikasi
KDKMP berbasis kepercayaan dan ketahanan anggota di tengah gejolak ekonomi nasional
dan global.
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KDKMP dan Tantangan Gejolak Ekonomi Nasional-Global

Gejolak ekonomi global dapat memengaruhi KDKMP melalui jalur harga, rantai pasok,
energi, dan perubahan daya beli. Kenaikan harga energi dapat meningkatkan biaya
transportasi dan distribusi barang; gangguan pasokan komoditas pangan dapat
memengaruhi harga kebutuhan pokok; sedangkan ketidakpastian perdagangan dapat
menimbulkan keterlambatan pasokan. Dampak tersebut tidak selalu terlihat langsung
sebagai masalah makro, tetapi dapat dirasakan oleh anggota dalam bentuk perubahan harga
barang, stok yang terbatas, atau layanan koperasi yang perlu disesuaikan.

Pada tingkat nasional, dinamika inflasi pangan menjadi tantangan yang paling dekat bagi
anggota koperasi. Bank Indonesia (2026a) mencatat bahwa inflasi IHK April 2026 tetap
berada dalam kisaran sasaran, tetapi kelompok volatile food! tetap penting karena berkaitan
dengan harga kebutuhan harian. Pada Mei 2026, inflasi IHK tercatat 0,28 % secara bulanan
dan 3,08 % secara tahunan; kelompok volatile food mengalami inflasi tahunan 6,24 %,
antara lain dipengaruhi oleh cabai merah, bawang merah, tomat, dan beras (Bank Indonesia,
2026b). Bagi KDKMP yang mengelola gerai sembako, data ini penting karena fluktuasi
harga pangan dapat langsung memengaruhi persepsi anggota terhadap harga barang di
koperasi.

Tantangan ekonomi tersebut berimplikasi pada komunikasi. Anggota tidak hanya
membutuhkan barang yang tersedia, tetapi juga penjelasan mengenai perubahan harga, stok
yang terbatas, dan langkah yang diambil koperasi untuk menjaga kepentingan anggota. Jika
perubahan harga tidak dijelaskan secara terbuka, anggota dapat menafsirkan kenaikan
harga sebagai ketidakmampuan pengurus. Karena itu, gejolak ekonomi bisa dipahami
sebagai tekanan usaha sekaligus tekanan komunikasi. KDKMP perlu mengubah data
ekonomi menjadi informasi yang mudah dipahami dan relevan serta menjadi solusi bagi
anggota.

Mandat KDKMP juga luas. Kementerian Koperasi Republik Indonesia (2025) menyebut
bahwa KDKMP diharapkan menjadi solusi terhadap keterbatasan akses modal, lapangan
kerja, kesenjangan antarwilayah, serta kemiskinan ekstrem. Sementara itu, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2025)
menggambarkan Koperasi Merah Putih sebagai pusat layanan terpadu yang dapat
mencakup sembako, layanan simpan pinjam, klinik, apotek, cold storage, dan logistik desa.
Mandat yang luas ini memperbesar ekspektasi anggota. Karena itu, KDKMP perlu
membangun komunikasi yang realistis, menjelaskan peluang, batas kapasitas, tahapan
layanan, risiko usaha, serta bentuk partisipasi anggota.

Dengan demikian, tantangan KDKMP dapat diringkas menjadi enam aspek: harga dan
rantai pasok, daya beli anggota, permodalan, kapasitas kelembagaan, literasi anggota, serta
komunikasi dan kepercayaan. Keenam aspek tersebut saling berkaitan. Koperasi yang
mampu mengelola stok tetapi gagal menjelaskan perubahan harga, akan tetap berisiko
kehilangan kepercayaan. Sebaliknya, koperasi yang belum sempurna secara operasional

! volatile food merujuk pada kelompok bahan makanan yang harganya sangat mudah berfluktuasi,
sering disebabkan oleh faktor-faktor seperti kondisi cuaca, musim panen, gangguan distribusi, atau
serangan hama (Inflasi dan Deflasi: Dua Hal yang Perlu Kamu Tahu! Departemen Komunikasi Bank
Indonesia, 2 Juli 2025, https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/cerita-bi/Pages/pengertian-
inflasi-dan-deflasi-yang-perlu-kamu-tahu.aspx)
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tetapi terbuka, responsif, dan melibatkan anggota memiliki peluang lebih besar untuk
mempertahankan dukungan sosial.

Komunikasi sebagai Instrumen Penguatan Koperasi Desa

Komunikasi dalam KDKMP perlu dipahami sebagai instrumen strategis, bukan hanya
penyampaian informasi. Hallahan et al. (2007) mendefinisikan komunikasi strategis
sebagai penggunaan komunikasi secara terarah oleh organisasi untuk memenuhi misinya.
Dalam koperasi, misi itu tidak hanya berkaitan dengan laba usaha, tetapi juga pelayanan
anggota, pemberdayaan lokal, demokrasi ekonomi, dan ketahanan komunitas. Karena itu,
komunikasi harus masuk dalam tata kelola KDKMP sejak perencanaan, pelaksanaan,
evaluasi, hingga pengelolaan isu.

Prinsip koperasi sendiri memuat dimensi komunikasi. International Cooperative Alliance
(ICA, n.d.) menempatkan pendidikan, pelatihan, dan informasi sebagai prinsip koperasi.
ICA juga menekankan kontrol demokratis anggota, yaitu anggota berpartisipasi aktif dalam
kebijakan dan pengambilan keputusan. Dalam hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor
25 Tahun 1992 menempatkan Rapat Anggota sebagai pemegang kekuasaan tertinggi
koperasi (Republik Indonesia, 1992). Ketentuan ini menunjukkan bahwa komunikasi
terbuka merupakan syarat agar demokrasi koperasi berjalan substantif, bukan sekadar
formalitas rapat.

Dalam konteks KDKMP, komunikasi dapat dikelompokkan ke dalam tiga dimensi.
Pertama, dimensi edukatif, yaitu komunikasi untuk meningkatkan literasi berkoperasi dan
literasi ekonomi anggota. Anggota perlu memahami hak, kewajiban, simpanan, SHU,
risiko usaha, pinjaman, harga, dan manfaat transaksi. Kedua, dimensi relasional-
partisipatif, yaitu komunikasi yang membuka ruang dialog, aspirasi, pengaduan, dan rasa
memiliki. Ketiga, dimensi tata kelola dan layanan, yaitu komunikasi yang mendukung
transparansi laporan, koordinasi pengurus, konsistensi informasi, pelayanan anggota, dan
digitalisasi layanan.

Ketiga dimensi tersebut membedakan komunikasi koperasi dari komunikasi perusahaan
konvensional. Dalam perusahaan, publik sering diposisikan sebagai konsumen, investor,
atau pemangku kepentingan eksternal. Dalam koperasi, anggota adalah pemilik sekaligus
pengguna jasa. Oleh karena itu, strategi komunikasi KDKMP harus memperlakukan
anggota sebagai subjek yang berhak mengetahui, menilai, bertanya, mengawasi, dan
menentukan arah organisasi.

Kepercayaan Anggota sebagai Modal Sosial KDKMP

Kepercayaan anggota merupakan modal sosial yang menentukan keberlanjutan KDKMP.
Modal finansial dapat dihimpun melalui simpanan, pembiayaan, atau dukungan
kelembagaan, tetapi modal sosial hanya tumbuh melalui pengalaman yang konsisten,
keterbukaan, dan hubungan yang bertanggung jawab. ICA (n.d.) menempatkan kejujuran,
keterbukaan, tanggung jawab sosial, dan kepedulian sebagai nilai etis koperasi. Nilai
tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan bukan sekadar sikap personal anggota,
melainkan bagian dari etika kelembagaan koperasi.
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Anggota memiliki kedudukan ganda sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasi sehingga
partisipasi aktif anggota dalam tata kelola koperasi sangat penting. Dengan demikian,
kepercayaan dan partisipasi memiliki hubungan timbal balik. Anggota yang percaya
cenderung lebih aktif bertransaksi dan hadir dalam forum, sedangkan pengalaman
partisipasi yang baik akan memperkuat kepercayaan anggota.

Di dunia usaha, kepercayaan konsumen dipahami sebagai semua pengetahuan yang
dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat oleh konsumen tentang objek,
atribut, dan manfaatnya (Mowen & Minor, 2013: 201). Dalam hal ini, kepercayaan anggota
terhadap KDKMP dapat dilihat dalam empat dimensi. Pertama, kepercayaan kepada
pengurus dan pengawas, yaitu keyakinan bahwa pihak yang diberi amanah memiliki
integritas dan kompetensi. Kedua, kepercayaan kepada sistem tata kelola, yaitu keyakinan
bahwa keputusan diambil secara tertib dan demokratis. Ketiga, kepercayaan kepada
informasi, yaitu keyakinan bahwa data harga, stok, simpanan, pinjaman, laporan usaha, dan
manfaat ekonomi disampaikan secara benar. Keempat, kepercayaan kepada manfaat
koperasi, yaitu keyakinan bahwa partisipasi anggota menghasilkan nilai ekonomi dan
sosial.

Penelitian Turi dan Muharram (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas
laporan keuangan berpengaruh terhadap kepercayaan anggota koperasi. Dewanto et al.
(2022) juga menunjukkan bahwa pelayanan, pengetahuan berkoperasi, dan motivasi
berkoperasi berpengaruh terhadap partisipasi anggota. Kepercayaan terhadap koperasi
berhubungan dengan partisipasi anggota dalam tata kelola koperasi. Temuan-temuan ini
menunjukkan bahwa kepercayaan tidak cukup dibangun melalui slogan, tetapi melalui
informasi terbuka, layanan yang dapat dirasakan, dan ruang partisipasi yang nyata.

Bagi KDKMP, indikator kepercayaan dapat dilihat dari kesediaan anggota bertransaksi di
koperasi, membayar simpanan, menghadiri rapat, menggunakan layanan digital, memberi
masukan, menerima penjelasan pengurus ketika harga berubah, dan merekomendasikan
koperasi kepada warga lain. Karena itu, kepercayaan anggota bukan hanya hasil dari
reputasi koperasi, melainkan prasyarat bagi keberlanjutan partisipasi ekonomi anggota.

Strategi Komunikasi Risiko dan Literasi Ekonomi Anggota

Menurut Covello (dalam Sheppard, et al., 2012:4), komunikasi risiko adalah proses
pertukaran informasi antara pihak-pihak yang berkepentingan terkait karakteristik, tingkat,
signifikansi, dan pengendalian risiko. Definisi ini menekankan pentingnya manajemen
risiko, dialog antarkomunikator dan pemangku kepentingan, serta perlunya pemantauan
risiko berkelanjutan.

Komunikasi risiko menjadi penting karena KDKMP beroperasi di tengah ketidakpastian
harga, pasokan, pembiayaan, dan daya beli. FAO (1998) menjelaskan bahwa komunikasi
risiko perlu menyediakan informasi yang relevan dan mudah dipahami, membangun
kepercayaan, serta mendukung penerimaan terhadap keputusan manajemen risiko. Baba et
al. (2023) menekankan pentingnya transparansi, ketepatan waktu, keterbukaan, dan respons
terhadap kekhawatiran publik. Prinsip ini relevan bagi KDKMP karena anggota perlu
memahami alasan di balik kenaikan harga, keterbatasan stok, penyesuaian layanan, atau
kebijakan simpan pinjam.
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Strategi komunikasi risiko KDKMP dapat dimulai dari pemetaan risiko dan kebutuhan
informasi anggota. Pada unit sembako, risiko utama berkaitan dengan harga, stok, kualitas
barang, dan distribusi. Pada unit simpan pinjam, risiko berkaitan dengan kemampuan
membayar, kredit bermasalah, dan penggunaan pinjaman. Pada layanan digital, risiko
berkaitan dengan akses, literasi digital, kesalahan data, dan keamanan informasi. Pemetaan
ini perlu diikuti oleh segmentasi anggota, karena pelaku UMKM, rumah tangga, pemuda,
lansia, petani, dan pedagang warung memiliki kebutuhan informasi yang berbeda.

Dalam komunikasi krisis, pesan berfungsi untuk mengurangi ketidakpastian, membangun
kepercayaan, dan mengarahkan tindakan pemangku kepentingan. Coombs membedakan
pesan krisis ke dalam instructing information, yaitu informasi yang membantu publik
memahami apa yang terjadi dan tindakan yang perlu dilakukan, serta adjusting information,
yaitu informasi yang membantu publik menyesuaikan diri melalui penjelasan, empati, dan
kepedulian organisasi (Coombs, 2007: 2023).

Pesan harus sederhana, jujur, empatik, dan berbasis data. Koperasi tidak cukup
mengumumkan bahwa harga naik. Pengurus perlu menjelaskan penyebab, dampak
terhadap koperasi, pilihan solusi, dan waktu pembaruan informasi. Misalnya, jika harga
beras naik karena pemasok menaikkan harga dan biaya distribusi bertambah, koperasi perlu
menjelaskan komponen tersebut secara ringkas, sekaligus menyampaikan upaya mencari
alternatif pasokan. Komunikasi seperti ini membantu anggota membedakan antara faktor
eksternal dan faktor kinerja internal koperasi.

Komunikasi risiko perlu terhubung dengan literasi ekonomi. Organization for Economic
Co-operation & Development disingkat OECD (n.d.) menjelaskan literasi keuangan
sebagai gabungan kesadaran, pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku yang
memungkinkan seseorang membuat keputusan keuangan yang tepat. Di Indonesia, OJK
dan BPS (2025) mencatat indeks literasi keuangan sebesar 66,46 % dan indeks inklusi
keuangan sebesar 80,51 %. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan
keuangan belum selalu diikuti oleh pemahaman yang memadai. Bagi KDKMP, literasi
ekonomi anggota perlu mencakup literasi harga, anggaran rumah tangga, simpan pinjam,
koperasi, risiko usaha, dan digitalisasi layanan.

Penguatan literasi berkoperasi juga memengaruhi partisipasi anggota. Kelemahan
organisasi koperasi adalah anggota, pengurus, dan pengawas yang belum memahami
kelembagaan serta jati diri koperasi secara menyeluruh (Farida et al. , 2023:1). Kondisi
tersebut berdampak pada rendahnya partisipasi anggota, baik sebagai pemilik maupun
pengguna layanan koperasi.

Widiastuti et al. (2026) menemukan bahwa kegiatan literasi keuangan pada Koperasi
Merah Putih dapat meningkatkan pemahaman dan partisipasi generasi muda. Dengan
demikian, komunikasi risiko tidak boleh berdiri sendiri. Setiap penjelasan mengenai harga,
stok, pinjaman, atau layanan digital sebaiknya sekaligus menjadi kesempatan pendidikan
anggota.

Secara operasional, strategi komunikasi risiko dan literasi ekonomi dapat dirumuskan
dalam lima langkah, yaitu: 1) memetakan risiko dan anggota; 2) menyusun pesan sederhana
dan empatik; 3) memilih komunikator serta saluran yang dipercaya; 4) mengintegrasikan
komunikasi risiko dengan pendidikan anggota; serta 5) menyediakan mekanisme umpan
balik. Umpan balik dapat berupa forum anggota, grup resmi, kotak saran, nomor layanan,
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atau survei sederhana. Dengan mekanisme tersebut, koperasi tidak hanya berbicara kepada
anggota, tetapi juga mendengarkan kekhawatiran anggota.

Komunikasi Partisipatif dan Digitalisasi Layanan KDKMP

Menurut Tufte dan Mefalopulos (2009, h. 17), komunikasi partisipatif merupakan
pendekatan komunikasi yang berlandaskan dialog yang memiliki kemungkinan terjadinya
pertukaran informasi, pemahaman, dan adanya sudut pandang di antara pemangku
kepentingan. Komunikasi partisipatif tidak hanya menjadi ajang untuk bertukar informasi
dan pengalaman, tetapi juga berperan dalam eksplorasi dan pengembangan pengetahuan
serta informasi baru dengan tujuan memvalidasi situasi yang ada.

Oleh karena itu, komunikasi partisipatif merupakan pendekatan penting dalam KDKMP
karena anggota merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa. Servaes (2008) menegaskan
bahwa komunikasi pembangunan perlu berbasis dialog, berbagi pengetahuan, dan
keterlibatan pihak yang terdampak langsung oleh pembangunan. Dalam KDKMP,
pendekatan ini berarti anggota tidak hanya menerima informasi, tetapi juga ikut memahami
masalah, memberi masukan, mengawasi, dan menentukan arah layanan koperasi.

Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025
menunjukkan bahwa pembentukan KDKMP dilakukan melalui Musyawarah
Desa/Kelurahan Khusus yang membahas tujuan pembentukan, pengurus, pengawas,
permodalan, bidang usaha, rencana kerja, mitigasi risiko, dan masukan peserta
(Kementerian Koperasi Republik Indonesia, 2025). Mekanisme ini menegaskan bahwa
komunikasi partisipatif sudah menjadi prasyarat sejak tahap awal. Tantangannya adalah
menjaga agar partisipasi tidak berhenti pada pendirian koperasi, tetapi berlanjut dalam
pengelolaan layanan sehari-hari.

Komunikasi partisipatif dapat diwujudkan melalui forum anggota yang dialogis, pertemuan
kelompok berdasarkan wilayah atau profesi, kanal/media aspirasi, pengaduan yang
ditindaklanjuti, dan penyampaian laporan sederhana. Penelitian Indriani dan Agustin
(2025) menunjukkan bahwa manajemen komunikasi pengurus dengan anggota koperasi
diarahkan untuk meningkatkan partisipasi anggota sebagai pemilik. Dengan demikian,
KDKMP perlu mengelola komunikasi sebagai hubungan yang berkelanjutan, bukan
kegiatan seremonial.

Di sisi lain, digitalisasi layanan menjadi peluang untuk memperluas akses informasi dan
mempercepat pelayanan. Komunikasi pelayanan digital mencakup integrasi platform
berbasis teknologi untuk memberikan layanan pelanggan yang tepat waktu, efisien, dan
personal. Efektivitas komunikasi pelayanan digital ditentukan oleh kejelasan pesan,
kecepatan respon, konsistensi informasi, serta kemampuan pengelola dalam memanfaatkan
fitur digital untuk memenuhi kebutuhan informasi dan keluhan anggota (Kottler & Keller,
2016, dalam Farida & Hanum, 2026).

Meningkatnya adopsi teknologi ini memberikan peluang besar bagi koperasi untuk
berperan serta dalam transformasi digital. Transformasi melibatkan perubahan dalam
budaya, struktur, atau kondisi tertentu. Dalam konteks organisasi, transformasi digital
berarti integrasi teknologi digital ke dalam semua aspek operasional untuk memberikan
nilai lebih kepada pelanggan (Nurgiyantoro: 2010 dalam Farida & Rofig, 2025).
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Simkopdes (Sistem Informasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih) merupakan platform
digital yang disediakan olen Kementerian Koperasi untuk mengelola & memantau
KDKMP. Simkopdes menyediakan ekosistem digital seperti dasbor, Simkopdes Mobile,
bantuan, warta koperasi, dan layanan terkait KDKMP (Simkopdes, n.d.). Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia (2021) juga menekankan bahwa
digitalisasi koperasi dapat mendorong modernisasi koperasi. Namun, digitalisasi tidak
boleh hanya dipahami sebagai penggunaan aplikasi; ia harus menjadi sarana transparansi,
dokumentasi transaksi, layanan informasi, klarifikasi isu, dan kanal aspirasi anggota.

Digitalisasi KDKMP perlu bersifat inklusif. Tidak semua anggota memiliki perangkat,
kuota internet, keterampilan digital, atau kepercayaan terhadap layanan daring. Karena itu,
informasi digital harus dilengkapi dengan komunikasi tatap muka, papan informasi
koperasi, forum komunitas, dan bantuan langsung.

Transformasi digital tidak dapat terjadi secara instan. Proses ini memerlukan perencanaan
yang matang dan dipengaruhi oleh faktor-faktor tertentu. Menurut N. John Habraken
(1976) (dalam Farida & Rofig, 2025), ada tiga faktor utama yang mendorong transformasi,
yaitu kebutuhan pokok masyarakat, perubahan pola gaya hidup dan pengaruh teknologi
sebagai katalisator utama dalam transformasi. Indriastuti et al. (2025) juga menunjukkan
bahwa digitalisasi berkaitan dengan kepercayaan dan kesejahteraan anggota koperasi.
Artinya, teknologi akan bermakna jika memperkuat kepercayaan, bukan menciptakan jarak
baru antara koperasi dan anggota.

Kombinasi komunikasi partisipatif dan digitalisasi layanan dapat memperkuat KKMP
dalam beberapa hal: informasi lebih cepat, laporan lebih terdokumentasi, keluhan lebih
mudah dicatat, forum anggota lebih terhubung, dan pengawasan sosial lebih terbuka.
Namun, pengurus harus menjaga tata kelola kanal digital: ada sumber informasi resmi,
admin yang jelas, jadwal pembaruan, prosedur klarifikasi, dan etika komunikasi. Tanpa tata
kelola yang terarah, terjaga dan konsisten, media digital berpotensi menjadi ruang rumor
dan konflik.

Manajemen Isu, Krisis, dan Reputasi KDKMP

KDKMP beroperasi dalam lingkungan sosial yang dekat. Kedekatan ini mempercepat
komunikasi, tetapi juga mempercepat penyebaran isu. Isu dapat muncul dari harga sembako
yang dianggap mabhal, stok barang yang kosong, pelayanan yang lambat, pinjaman yang
dianggap tidak transparan, laporan keuangan yang sulit dipahami, konflik pengurus, atau
kesulitan mengakses aplikasi. Institute for Public Relations (n.d.) menjelaskan manajemen
isu sebagai proses strategis dan antisipatif untuk mendeteksi serta merespons tren atau
persoalan sebelum berdampak lebih besar pada organisasi. Bagi KDKMP, manajemen isu
berarti menangkap keluhan sejak awal, bukan menunggu sampai muncul Krisis
kepercayaan.

Krisis berbeda dari isu karena dampaknya lebih besar dan lebih cepat mengganggu
legitimasi organisasi. Coombs (2007, 2021) menekankan bahwa respons Kkrisis perlu
mempertimbangkan jenis krisis, tanggung jawab organisasi, dan ancaman reputasi. Dalam
KDKMP, krisis dapat terjadi apabila anggota menilai pengurus tidak terbuka, laporan
keuangan tidak jelas, layanan simpan pinjam tidak adil, data digital bermasalah, atau
pengurus gagal memberi penjelasan ketika harga berubah. Karena itu, KDKMP
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membutuhkan prosedur komunikasi krisis sederhana: pemantauan isu, Klasifikasi risiko,
pesan kunci, juru bicara, respons cepat, forum dialog, dan evaluasi pascakrisis.

Reputasi KDKMP merupakan penilaian kolektif anggota dan masyarakat terhadap
kredibilitas, kejujuran, keandalan, dan manfaat koperasi. Barnett et al. (2006) memandang
reputasi sebagai penilaian kolektif terhadap organisasi berdasarkan tindakan dan
kemampuan memenuhi harapan pemangku kepentingan. Dalam koperasi desa, reputasi
tidak dibangun terutama melalui slogan, tetapi melalui pengalaman anggota - apakah
informasi jelas, pelayanan adil, harga wajar, keluhan dijawab, laporan terbuka, dan janji
kelembagaan sesuai tindakan.

Tabel 1
Contoh Isu KDKMP dan Respons Komunikasi
Jenis Isu Contoh Risiko Reputasi Respo_ns .
Komunikasi

Harga Harga sembako Anggota menilai Jelaskan harga beli,
koperasi dianggap koperasi tidak biaya distribusi,
lebih mahal berpihak margin wajar, dan

upaya mencari
pasokan alternatif.

Stok Barang pokok Koperasi dianggap Sampaikan penyebab,
kosong atau tidak mampu melayani  estimasi restok,
terlambat datang prioritas layanan, dan

pilihan pengganti.

Simpan pinjam Prosedur pinjaman Muncul dugaan pilih Jelaskan syarat,
dianggap tidak kasih prioritas, tahapan, dan
transparan status layanan secara

terbuka.

Digital Anggota sulit akses Digitalisasi dianggap Sediakan bantuan
Simkopdes atau data  menyulitkan tatap muka, admin
belum sesuai resmi, dan pembaruan

data berkala.

Laporan Laporan keuangan Muncul rumor Sajikan ringkasan
tidak dipahami penyalahgunaan dana  laporan, forum tanya

jawab, dan
dokumentasi
keputusan.

Catatan: Diolah oleh penulis berdasarkan konsep manajemen isu dan komunikasi Krisis

Dalam pengelolaan reputasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi dasar. Turi dan
Muharram (2023) menunjukkan bahwa transparansi laporan keuangan berpengaruh
terhadap kepercayaan anggota koperasi. Kriyantono (2015) dan Prayudi (2016)
menekankan bahwa riset, pemantauan isu, dan respons komunikasi yang terencana
merupakan bagian penting dalam public relations. Bagi KDKMP, riset tidak harus rumit.
Pengurus dapat memulai dari daftar keluhan, pertanyaan berulang, evaluasi layanan, forum
anggota, dan pemantauan grup digital.

Manajemen isu dan krisis yang baik akan memperkuat reputasi karena anggota melihat
koperasi hadir secara terbuka dan bertanggung jawab. Sebaliknya, isu yang diabaikan akan
berkembang menjadi rumor dan melemahkan partisipasi. Karena itu, reputasi KDKMP
perlu dipahami sebagai akumulasi komunikasi dan tindakan, konsistensi informasi, kualitas
pelayanan, ketepatan janji, respons terhadap keluhan, serta manfaat ekonomi bagi anggota.
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Model Strategi Komunikasi KDKMP Berbasis Kepercayaan dan Ketahanan Anggota

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tulisan ini menawarkan Model Strategi Komunikasi
KDKMP Berbasis Kepercayaan dan Ketahanan Anggota. Model ini menempatkan
kepercayaan sebagai modal sosial dan ketahanan anggota sebagai tujuan strategis.
Kepercayaan dibangun melalui keterbukaan, konsistensi, akuntabilitas, dialog, dan
pengalaman pelayanan. Ketahanan anggota dibangun melalui kemampuan memahami
informasi ekonomi, mengambil keputusan, menggunakan layanan koperasi, beradaptasi
terhadap perubahan harga, dan menjaga solidaritas ekonomi.

Model ini terdiri atas tujuh komponen yang saling terkait: pemetaan anggota dan risiko,
edukasi dan literasi ekonomi, transparansi informasi, komunikasi partisipatif, digitalisasi
layanan inklusif, komunikasi risiko-isu-krisis, serta evaluasi dan pembelajaran
kelembagaan. Model ini bekerja sebagai siklus, bukan alur sekali jalan. KDKMP perlu
terus memetakan kebutuhan anggota, menyampaikan edukasi, membuka informasi,
melibatkan anggota, memanfaatkan media digital, merespons risiko, dan mengevaluasi
hasil komunikasi.

Tabel 2
Model Strategi Komunikasi KDKMP
Komponen Tujuan Implementasi Indikator
Pemetaan anggota Memahami Survei kebutuhan, Tersedia data
dan risiko kebutuhan informasi catatan keluhan, anggota dan daftar

dan potensi masalah

pemetaan kelompok
anggota

risiko prioritas.

Edukasi dan literasi
ekonomi

Meningkatkan
pemahaman koperasi
dan keputusan

Penyuluhan SHU,
harga, simpan pinjam,
anggaran rumah

Anggota memahami
hak, kewajiban,
manfaat, dan risiko.

ekonomi tangga

Transparansi Membangun Ringkasan laporan, Anggota menilai

informasi kepercayaan informasi harga-stok, informasi jelas dan
forum tanya jawab dapat dipercaya.

Komunikasi Meningkatkan rasa Rapat dialogis, forum  Anggota hadir,

partisipatif memiliki kelompok, kanal bertanya, memberi
aspirasi masukan, dan

bertransaksi.
Digitalisasi layanan Mempercepat layanan  Simkopdes, Informasi cepat,

inklusif

tanpa meninggalkan
anggota

WhatsApp resmi,
papan informasi,
bantuan tatap muka

akurat, dan mudah
diakses.

Komunikasi risiko,
isu, krisis

Menjaga reputasi dan
mengurangi
ketidakpastian

Klarifikasi harga, juru
bicara, prosedur
keluhan

Isu tertangani
sebelum menjadi
krisis.

Evaluasi
pembelajaran

Memperbaiki strategi
komunikasi

Survei kepuasan,
rekap keluhan,
evaluasi forum

Ada perbaikan pesan,
layanan, dan kanal
komunikasi.

Catatan: Diolah oleh penulis berdasarkan konsep model strategi komunikasi KDKMP
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Secara sederhana, model ini dapat dibaca sebagai hubungan input-proses-output-outcome.
Input terdiri atas gejolak ekonomi, kebijakan KDKMP, karakter anggota, dan risiko lokal.
Proses terdiri atas pemetaan, edukasi, transparansi, partisipasi, digitalisasi, komunikasi
risiko, dan evaluasi. Output yang diharapkan adalah meningkatnya pemahaman,
kepercayaan, penggunaan layanan, kepatuhan anggota, dan partisipasi ekonomi. Outcome
akhirnya adalah ketahanan anggota dan reputasi KDKMP yang lebih kuat. Umpan balik
berasal dari keluhan, forum anggota, evaluasi layanan, dan data partisipasi. Penjelasan
mengenai model komunikasi KDKMP tersebut dapat disederhanakan dalam gambar
berikut:
Gambar 1
Model Strategi Komunikasi KDKMP

Model Strategi Komunikasi KDKMP: Membangun Kepercayaan & Ketahanan Anggota
INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME
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Catatan: Model dikembangkan oleh penulis

Penerapan model ini membutuhkan beberapa prasyarat. Pertama, pengurus dan pengawas
harus melihat komunikasi sebagai bagian dari tata kelola, bukan kegiatan tambahan. Kedua,
KDKMP perlu memiliki data anggota dan risiko komunikasi. Ketiga, perlu ada
komunikator resmi yang mampu menjelaskan informasi secara sederhana. Keempat, kanal
digital dan tatap muka perlu dikelola sebagai sistem komunikasi berlapis. Kelima, semua
komunikasi harus berorientasi pada kepentingan anggota, bukan sekadar kepentingan
administratif program.

Agar model strategi komunikasi tidak berhenti sebagai konsep, KDKMP perlu
menterjemahkannya ke dalam ukuran keberhasilan yang dapat diamati. Ukuran ini penting
karena komunikasi koperasi sering kali dinilai hanya dari ada atau tidaknya pengumuman,
padahal keberhasilan komunikasi seharusnya dilihat dari perubahan pemahaman, sikap,
dan perilaku anggota. Dengan demikian, komunikasi yang efektif bukan hanya
tersampaikannya pesan, melainkan meningkatnya kejelasan informasi, berkurangnya
keluhan berulang, bertambahnya partisipasi anggota, dan menguatnya kepercayaan
terhadap pengurus serta sistem koperasi.
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Tabel 3
Indikator Keberhasilan Model Strategi Komunikasi KDKMP
Sasaran Model Indikator Indikator Perilaku | Data yang Dapat
Komunikasi Anggota Dikumpulkan
Kepercayaan Informasi harga, Anggota tetap Survei kepercayaan,
anggota stok, laporan, dan bertransaksi, catatan keluhan,
kebijakan membayar kehadiran rapat, dan
disampaikan simpanan, dan tren transaksi
terbuka serta menerima anggota
konsisten penjelasan

pengurus secara
rasional

Literasi ekonomi

Pesan mengenai
harga, inflasi,
pinjaman, SHU,
dan risiko usaha
dijelaskan dengan
bahasa sederhana

Anggota mampu
membedakan
pinjaman produktif
dan konsumtif serta
memahami manfaat
partisipasi usaha

Pre-test/post-test
edukasi, pertanyaan
anggota, dan rekap
konsultasi layanan

Partisipasi anggota

Forum dialog,
kanal aspirasi, dan
umpan balik
berjalan rutin

Anggota hadir
dalam forum,
memberi masukan,
menggunakan kanal
pengaduan, dan
ikut mengawasi

Daftar hadir,
notulensi, jumlah
usulan, tindak lanjut
aspirasi, dan
partisipasi transaksi

empatik, berbasis
data, dan disertai
pilihan solusi

perubahan harga,
gangguan stok, atau
penyesuaian
layanan tanpa
kehilangan
dukungan pada
koperasi

koperasi
Ketahanan anggota | Komunikasi risiko | Anggota lebih siap | Rekap isu, respons
disampaikan cepat, | menghadapi krisis, perubahan

keluhan, dan
evaluasi pasca-isu

Catatan: Diolah oleh penulis berdasarkan konsep model strategi komunikasi KDKMP

Penerapan model juga perlu dilakukan secara bertahap sesuai kematangan kelembagaan
KDKMP. Pada tahap awal, koperasi dapat berfokus pada konsolidasi komunikasi dasar,
seperti pendataan anggota, penetapan kanal resmi, penyusunan daftar informasi penting,
serta penyampaian laporan sederhana. Pada tahap ini, tujuan utama komunikasi adalah
memastikan anggota mengetahui siapa pengurusnhya, apa unit usahanya, bagaimana
prosedur layanan, dan ke mana anggota dapat bertanya atau mengadu.

Pada tahap penguatan, KDKMP dapat mulai mengembangkan forum dialog dan edukasi
anggota secara berkala. Materi yang disampaikan tidak harus rumit, tetapi perlu dekat
dengan kebutuhan anggota, misalnya cara membaca informasi harga, manfaat simpanan
wajib, perbedaan pinjaman produktif dan konsumtif, serta hubungan antara transaksi
anggota dan keberlanjutan koperasi. Tahap ini penting untuk mengubah anggota dari
penerima informasi menjadi pihak yang memahami alasan kebijakan koperasi.
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Pada tahap pematangan, komunikasi KDKMP dapat diintegrasikan dengan digitalisasi
layanan. Simkopdes, grup WhatsApp resmi, papan informasi digital, atau media sosial
koperasi  dapat digunakan  untuk  mempercepat  penyampaian  informasi,
mendokumentasikan transaksi, dan mencatat keluhan. Namun, prinsip inklusivitas tetap
harus dijaga. Anggota yang belum terbiasa dengan media digital perlu tetap dilayani
melalui komunikasi tatap muka, pendampingan langsung, atau forum komunitas. Dengan
demikian, digitalisasi tidak menciptakan jarak baru, tetapi memperluas akses anggota
terhadap informasi koperasi.

Pada tahap adaptasi, KDKMP perlu memiliki prosedur komunikasi isu dan krisis. Prosedur
ini mencakup siapa yang berwenang memberi keterangan, informasi apa yang harus segera
disampaikan, media apa yang digunakan, serta bagaimana tindak lanjut disampaikan
kepada anggota. Misalnya, ketika stok beras terbatas, koperasi perlu menjelaskan penyebab
keterbatasan, estimasi kedatangan barang, prioritas pelayanan, dan alternatif sementara.
Respons seperti ini membantu mencegah berkembangnya rumor dan menunjukkan bahwa
koperasi hadir secara bertanggung jawab.

Model ini juga menuntut pembagian peran komunikasi yang jelas. Pengurus berperan
sebagai pengambil keputusan dan komunikator utama kebijakan koperasi. Pengawas
bertugas menjaga akuntabilitas dan memberi keyakinan bahwa pengelolaan dilakukan
sesuai prinsip koperasi. Pengelola unit usaha bertanggung jawab menyampaikan informasi
operasional, seperti harga, stok, jadwal layanan, dan prosedur transaksi. Pendamping atau
fasilitator berperan memperkuat edukasi, membantu penyusunan pesan, dan mendampingi
anggota yang membutuhkan penjelasan tambahan. Dalam hal ini, anggota sendiri bukan
sekadar penerima pesan, melainkan sumber umpan balik dan pengawas sosial koperasi.

Dalam pelaksanaannya, model strategi komunikasi KDKMP perlu memperhatikan etika
komunikasi koperasi. Informasi tidak boleh dimanipulasi untuk sekadar menjaga citra.
Keterbukaan harus disampaikan secara proporsional, akurat, dan dapat
dipertanggungjawabkan. Pengurus juga perlu menghindari gaya komunikasi yang
menyalahkan anggota ketika terjadi masalah, terutama dalam isu pinjaman, keterlambatan
pembayaran, atau keluhan layanan. Komunikasi yang etis akan memperkuat kepercayaan
karena anggota melihat bahwa koperasi tidak hanya mengejar kepatuhan, tetapi juga
membangun pemahaman dan tanggung jawab bersama.

Dengan membaca model sebagai siklus, KDKMP dapat menghindari pola komunikasi yang
reaktif. Komunikasi reaktif biasanya baru dilakukan ketika muncul keluhan atau krisis.
Sebaliknya, komunikasi strategis dilakukan sebelum, selama, dan sesudah masalah terjadi.
Sebelum masalah muncul, koperasi melakukan edukasi dan transparansi. Ketika masalah
terjadi, koperasi memberi penjelasan cepat dan membuka dialog. Setelah masalah selesali,
koperasi mengevaluasi penyebab, memperbaiki prosedur, dan menyampaikan perbaikan
kepada anggota. Siklus inilah yang menjadikan komunikasi sebagai bagian dari ketahanan
kelembagaan koperasi.

Dalam konteks implementasi lapangan, model strategi komunikasi ini juga perlu dikaitkan
dengan kalender kegiatan koperasi. KDKMP dapat menyusun agenda komunikasi bulanan
yang memuat informasi harga dan stok, edukasi anggota, rekap keluhan, pengumuman
forum, serta laporan ringkas perkembangan usaha. Kalender ini membuat komunikasi tidak
bergantung pada situasi darurat semata, tetapi menjadi rutinitas tata kelola. Misalnya,
minggu pertama digunakan untuk menyampaikan informasi harga dan ketersediaan barang;
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minggu kedua untuk edukasi simpan pinjam atau literasi belanja rumah tangga; minggu
ketiga untuk menerima aspirasi anggota; dan minggu keempat untuk evaluasi layanan. Pola
sederhana seperti ini membantu anggota melihat bahwa koperasi hadir secara konsisten,
bukan hanya ketika membutuhkan dukungan atau ketika muncul masalah.

KDKMP juga perlu membangun standar minimum pesan komunikasi. Setiap informasi
penting sebaiknya memuat empat unsur: fakta, alasan, dampak bagi anggota, dan tindak
lanjut koperasi. Unsur fakta menjawab apa yang terjadi; unsur alasan menjelaskan mengapa
hal itu terjadi; unsur dampak menjelaskan apa artinya bagi anggota; dan unsur tindak lanjut
menjelaskan apa yang sedang atau akan dilakukan koperasi. Dengan standar ini, pengurus
dapat mengurangi pesan yang terlalu pendek, ambigu, atau defensif. Standar pesan juga
membantu menjaga konsistensi antar pengurus, pengawas, pengelola unit usaha, dan admin
media digital. Konsistensi ini penting karena perbedaan informasi antar sumber dapat
memicu kebingungan, rumor, dan penurunan kepercayaan anggota.

Dari sisi ketahanan anggota, model ini perlu diarahkan pada perubahan perilaku yang dapat
diamati. Anggota yang semakin tahan secara ekonomi bukan hanya mengetahui bahwa
koperasi memiliki layanan tertentu, tetapi juga mampu menggunakan informasi koperasi
untuk mengatur keputusan ekonominya. Misalnya, anggota dapat merencanakan belanja
ketika mengetahui pola perubahan harga, memilih pinjaman produktif karena memahami
risiko cicilan, atau tetap mendukung koperasi ketika stok terbatas karena memahami
penyebab dan solusi yang sedang ditempuh. Dengan demikian, ketahanan anggota tidak
lahir dari pesan yang bersifat persuasif semata, tetapi dari proses belajar yang berulang,
transparansi yang konsisten, dan pengalaman pelayanan yang memperkuat rasa percaya.

Penutup

KDKMP berkembang dalam lingkungan ekonomi yang dinamis, sehingga tantangannya
tidak hanya bersifat kelembagaan dan usaha, tetapi juga komunikatif. Gejolak harga, rantai
pasok, energi, daya beli, pembiayaan, dan digitalisasi dapat memengaruhi persepsi anggota
terhadap koperasi. Oleh karena itu, keberhasilan KDKMP tidak cukup diukur dari
terbentuknya badan hukum atau tersedianya unit usaha, tetapi juga dari kemampuan
koperasi membangun kepercayaan, partisipasi, literasi, dan ketahanan anggota.

Tulisan ini menegaskan bahwa komunikasi merupakan instrumen strategis penguatan
KDKMP. Komunikasi yang terbuka, partisipatif, edukatif, berbasis data, inklusif secara
digital, dan responsif terhadap isu dapat memperkuat kepercayaan anggota. Kepercayaan
tersebut menjadi modal sosial yang mendorong anggota untuk bertransaksi, hadir dalam
forum, memenuhi kewajiban, menggunakan layanan, dan mendukung koperasi ketika
menghadapi tekanan. Di sisi lain, literasi ekonomi dan komunikasi risiko membantu
anggota memahami perubahan harga, risiko pinjaman, dan keputusan ekonomi secara lebih
rasional.

Model strategi komunikasi yang ditawarkan dalam tulisan ini mengintegrasikan tujuh
komponen: pemetaan anggota dan risiko, edukasi ekonomi, transparansi informasi,
komunikasi partisipatif, digitalisasi inklusif, manajemen risiko-isu-krisis, serta evaluasi
kelembagaan. Model ini dapat menjadi kerangka praktis bagi pengurus, pengawas,
pendamping, dan pemangku kepentingan KDKMP untuk merancang komunikasi yang
lebih terencana. Namun, tulisan ini bersifat konseptual, sehingga penelitian berikutnya
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perlu menguji model ini melalui studi kasus KDKMP tertentu, survei anggota, atau evaluasi
efektivitas komunikasi koperasi di tingkat desa dan kelurahan.

Secara praktis, pengurus KDKMP perlu mulai dari langkah sederhana yang dapat segera
dilakukan, seperti membuat kalender komunikasi bulanan, menyiapkan format laporan
ringkas, menetapkan admin kanal resmi, membuka waktu konsultasi anggota, dan
menyusun daftar isu yang paling sering muncul. Langkah-langkah ini tidak membutuhkan
teknologi yang rumit, tetapi membutuhkan konsistensi, pembagian tugas, dan komitmen
untuk menjadikan anggota sebagai pusat komunikasi koperasi.

Sebagai tulisan yang disusun sebagai kajian konseptual berbasis literatur, model ini
menawarkan kerangka awal bahwa keberhasilan KDKMP tidak hanya ditentukan oleh
legalitas, modal, atau unit usaha. Keberhasilan KDKMP juga ditentukan oleh kemampuan
koperasi untuk membangun komunikasi yang dipercaya anggota. Ketika anggota
memahami informasi, merasa dilibatkan, memperoleh layanan yang responsif, dan melihat
koperasi bertindak terbuka, maka kepercayaan dan ketahanan anggota akan lebih mudah
tumbuh. Dalam konteks gejolak ekonomi nasional dan global, inilah peran strategis
komunikasi: menjaga hubungan sosial-ekonomi koperasi agar tetap adaptif, dipercaya, dan
berpihak pada anggota.
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